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ABSTRAK 

Alif Rahmat Zuhdi (2024)  PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH 

TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT 

KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN  

BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH 

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN 

SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA 

Untuk mendirikan industri rumah tangga pangan, tentu terdapat syarat dan 

ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini guna mencapai penyelenggaraan sistem 

pangan yang memberi perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang 

mengkonsumsi pangan. Adapun salah satu syarat dan ketentuan tersebut adalah 

mengenai izin. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa pangan olahan yang 

dijual oleh industri rumah tangga pangan sudah memenuhi standar produk pangan 

yang berlaku. Oleh karna itu kesehatan seseorang ditentukan oleh apa yang ia makan 

dan minum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Mengapa Industri rumah 

tangga pangan di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar 

dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan dan Apa upaya yang di lakukan Dinas 

Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan 

yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, penelitian ini di 

lakasanakan di Kota Payakumbuh dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, sumber 

data yang di dapat informan penelitian yaitu pelaku usaha industri rumah tangga 

pangan dan pegawai Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berupa hasil wawancara dan 

bahan Pustaka lainya.  

Hasil penelitian ini ialah tidak berjalannya dengan baik perda kota 

Payakumbuh No 1 Tahun 2014, bahwa masih banyak IRTP di kota Payakumbuh yang 

masih belum memiliki izin edar dan sertifikat keamana mutu dan gizi pangan. Hal ini 

di karenakan banyak IRTP yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur 

tentang izin edar ini dan minimnya sosialisasi dan pemberian sanksi oleh dianas 

terkait. Selain itu masih banyak faktor yang menghambat untuk berjalannya peraturan 

ini. 

Kata Kunci : IRTP, SPP-IRT, Pangan Sehat, Bebas Bahan Berbahaya 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil „alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang 

telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada 

Baginda Rasululah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli‟ala 

Muhammad Wa‟alaaihi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari 

alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan 

seperti saat sekarang ini.  

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN 

SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN  BERDASARKAN 

PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN 

SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA” masih terdapat kekurangan baik itu 

dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini merupakan salah satu yang 

harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai 

gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultasn 

Syarif Kasim Riau.  
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena 

masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan 

penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu 

penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi 

ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Selesainya penelitian ini 

tidak terlepas dari berbagai dorongan, semangat, bimbingan serta bantuan dari 

berbagai pihak sehingga menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-

dalamnya kepada:  

1. Untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra 

M.Si dan ibunda Rusda Yeni S.Pd yang tulus, ikhlas dalam memberikan kasih 

sayang, cinta, do‟a, perhatian, dukungan moral dan material yang telah 

diberikan kepada penulis selama ini. Dan untuk saudara dan saudariku Faiz 

Alghifari S.Ds., M.Ds. dan Nayla Rahmatunnisa, yang telah banyak 

memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam 

menyelesaikan kuliah kepada penulis. 

2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska 

Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof 
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M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
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6. Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing akademis 

yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama 
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MOTTO 

 

Jika Allah menolong mu, maka tidak ada 

Yang dapat mengalahkan mu. 

(QS Ali „Imran 160) 

 

Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia 

Sekarang aku bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri. 

(Jalaludin Rumi) 

 

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 

Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS Al-Mujadalah 11) 

 

Baraja ka nan manang, Mancontoh ka nan sudah.  

(Pribahasa Minang) 

 

Fiat Justitia Ruat Caelum 

Keadilan harus tetap ditegakan walaupun langit akan runtuh. 

(Adagium Hukum) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini, industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah 

satu penunjang perekonomian lokal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku 

bisnis dari kalangan pengusaha kecil dan menengah termasuk pelaku industri 

rumah tangga. Banyak keuntungan yang didapat dari industri rumah tangga, selain 

modal yang tidak terlalu besar, biaya sewa tempat usaha juga dapat ditekan. 

Sebagai contoh industri rumah tangga yang sering ditemui adalah industri rumah 

tangga pangan.  

Menurut Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan, industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang 

memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual 

hingga semi otomatis.  

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan 

atau minuman. 

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 

industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan 
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mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga 

menjadi barang jadi/setengah jadi. Industri pengolahan makanan menjadi salah 

satu sektor yang berkontribusi dalam perkembangan industri pengolahan. industri 

agro andalan masa depan Indonesia.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri perindustrian yang 

menyatakan bahwa industri pengolahan makanan menjadi salah satu sektor 

andalan yang mendorong pertumbuhan industri pada tahun 2018 dikarenakan 

industri ini menunjukan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun 

belakangan. 

Untuk mendirikan industri rumah tangga pangan, tentu terdapat syarat dan 

ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini guna mencapai penyelenggaraan sistem 

pangan yang memberi perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun 

yang mengkonsumsi pangan.1 Adapun salah satu syarat dan ketentuan 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.28 tahun 2008 mengenai 

Kebijakan Industri Nasional dimana industri pengolahan makanan merupakan 

salah satu tersebut adalah mengenai izin. Izin ini penting karena sebagai jaminan 

bahwa pangan olahan yang dijual oleh industri rumah tangga pangan sudah 

memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Oleh karna itu kesehatan 

seseorang ditentukan oleh apa yang ia makan dan minum.  

Pernyataan tersebut sulit dibantah, karena secara nyata memang 

membuktikan apa yang kita makan dan minum menentukan kualitas kesehatan 

                                                             
1 Mawar Dwi Yulianti dan Resmi Mustarichie, 2017, “Tata Cara Registrasi Untuk 

Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam 

Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat”, URL: 

http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/download/14749/pdf diakses pada 19 Maret 2023  
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kita. Jika makanan dan minuman tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

kesehatan, maka tidak diragukan lagi kualitas kesehatan kita buruk. Sebaliknya 

jika kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar 

kesehatan, dapat dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin. 

Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menegaskan, bahwa :  

 (1.) Makanan dan minuman yang diperguna kan untuk masyarakat harus 

didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.  

 (2.) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin 

edar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang 

Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan 

minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat. 

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat 

ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, 

manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan 

menyangkut pula keamanan, keselamatan serta kesehatan baik jasmani maupun 

rohani.2 Pengawasan terhadap pangan merupakan proses mengontrol seluruh 

kegiatan yang terdapat dalam suatu industri. Industri rumah tangga merupakan 

salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk 

ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersebar secara luas di 

                                                             
2
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hal. 169.  
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berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang 

berbeda-beda.Industri rumah tangga dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan 

memberikan konstribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan 

menengah.  

Dalam mengembangkan industri rumah tangga maka pemerintah melalui 

berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, 

baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui 

peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang aman bagi 

masyarakat.  

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan manusia, oleh karena itu makanan harus sehat yaitu aman, bermutu 

dan layak dikonsumsi manusia. Makanan yang sehat tersebut dapat diperoleh 

melalui proses pengolahan dan penanganan yang benar. Makanan yang tidak 

ditangani secara benar dan pengolahannya tidak mengikuti higenis dan sanitasi 

pengolahaan makanan yang baik maka makanan tersebut dapat menjadi sumber 

penyakit. Demikian juga dengan makanan yang menggunakan bahan tambahan 

yang tidak tepat baik jenis bahan kimia maupun pewarna pakaian, dapat 

menyembunyikan kadaluarsa makanan dan kurang baik bungkus makanan serta 

menutupi kerusakan makanan, pada akhirnya dalam keadaan tertentu dapat 

merugikan kesehatan. 

Hingga kini masih banyak ditemukan pangan yang beredar di masyarakat 

mengabaikan ketentuan tentang pencantuman masa kedaluwarsa, nomor pangan 

industri rumah tangga, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat 
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merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa 

manusia. Maka dari itu perlu adanya sertifikasi yang bertujuan untuk menjamin 

keamanan masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membayakan 

kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikat atas produk makanan 

yang dihasilkan oleh produsen makanan. Kelayakan produk tersebut merupakan 

standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa 

tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat luas. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang 

Keamanan Pangan dalam paal 28 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Orang yang 

memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan 

Pangan dan Mutu Pangan.3 Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang 

diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat 

Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala 

usaha. Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan 

pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan scbagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan 

Pangan olahan. 

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi manusia, 

tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga 

                                                             
3
 Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan 

Pangan   



6 
  

 
 

(IRT). Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP), Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

makanan, mutu gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang 

diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan 

industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. SPP-IRT 

berlaku sebagai jaminan pangan produksi IRTP telah memenuhi persyaratan 

dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.4 

Pelaku usaha yang telah memiliki pangan olahan yang akan diedarkan ke 

konsumen wajib mendaftarkan SPP-IRT. Apabila tidak didaftarkan maka pelaku 

usaha dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa penghentian kegiatan atau 

proses produksi serta kegiatan distribusi. Dan apabila pengusaha IRTP tidak 

menjaga keamanan pangan olahan dari produknya, maka dapat dikenakan sanksi 

pencabutan SPP-IRT berdasarkan Pasal 59 ayat 1 PP 86 Tahun 2019 “setiap orang 

yang melanggar ketentuan akan dikenakan kanksi administratif” dan dilanjutakan 

dalam ayat 2 yang bebunyi, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 berupa:  

a. denda. 

     b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran 

Pangan. 

c. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen. 

d. ganti rugi dan atau  
                                                             

4
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Makanan, Mutu Gizi Pangan 

Pasal 43 
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e. pencabutan izin. 

Dan apabila dengan sengaja tidak memiliki izin, maka akan melanggar 

Pasal 142 UU Pangan dan akan mendapatkan sanksi.  Pelaku Usaha Pangan yang 

dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang 

dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan 

eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Dalam kebijakan di Kota Payakumbuh hal ini juga telah diautur yaitu 

terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, pada Bab 2 Pasal 4 

menyebutkan “Pemerintah Daerah/Walikota melalui Dinas Kesehatan 

mengeluarkan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”.5 Dalam Perda tersebut 

secara tidak langsung Pemerintah daerah mewajibkan setiap industri rumah 

tangga bergerak dibidang pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan, 

keamanan, mutu, dan gizi pangan, hal ini di tandai dengan memiliki sertifikat atau 

izin edar. Dengan memiliki sertifikat menandakan produk yang dihasilkan layak 

konsumsi, serta para pelaku usaha bisa memacu daya saing antar pelaku usaha dan 

memasarkan produknya secara luas. 

Berdasarkan Observasi dan data sementara yang telah didapat, laporan 

data Industri Rumah Tangga (IRT) di dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 

2023 dari bulan Mei sampai bulan Agustus sebagai berikut. 

                                                             
5
  Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan 

Bebas Bahan Berbahaya Bab 2 Pasal 4 
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Tabel 1.1: Data Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Payakumbuh 

No.  Jumlah IRT 2023 Sudah Ada 

Izin 

Tidak Ada 

Izin 

Dalam 

Pengurusan 

Masa 

Berlaku 

Habis 

1.  392 IRT 84 IRT 315 IRT 2 IRT 14 IRT 

Sumber : Dinas Kesehatan kota Payakumbuh, 2023 

Jumlah Industri Rumah Tangga kota Payakumbuh berjumblah lebih kurang 

392 Industri Rumah Tangga. Dari jumblah tersebut terdapat 84 IRT yang sudah 

memiliki nomor izin edar, 315 yang belum memiliki izin, 2 IRT yang sedang 

dalam pengurusan izin dan disamping itu juga ada IRT yang sudah memiliki 

Nomor izin edar akan tetapi masa berlakunya sudah habis, IRT yang nomor izin 

nya sudah habis sebanyak 14 IRT. 

Dalam hal ini pemerintah daerah bersama lembaga atau institusi yang 

berwenang seperti Dinas Kesehatan, dan instansi/lembaga yang berwenang 

lainnya, harus memperhatikan dan ikut serta dalam pengawasan produksi pangan 

yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di kota Payakumbuh, yang dimana hal ini 

juga dikarenakan salah satu faktor yaitu para konsumen sudah memiliki inisiatif 

untuk mengecek nomor izin edar dari sebuah produk ketika ingin membeli, serta 

juga dikarenakan banyaknya usaha yang bergerak dibidang pangan.  

Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2014 Tentang Pangan 

Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya yang menjadi landasan yuridis penulis dalam 

melaksanakan penelitian ini menyebutkan pihak yang langsung mengeluarkan 

sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan adalah Dinas Kesehatan dan 



9 
  

 
 

Bupati/walikota. Berikut Pasal yang menyebutkan pihak atau implementor dari 

Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya 

adalah pada Bab 2 Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu “1) Walikota melalui Kepala Dinas 

Kesehatan bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, 

mutu, dan gizi pangan; 2) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan 

syarat serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”. 

Disamping itu dalam pengeluaran sertifikat tersebut Dinas Kesehatan juga 

melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lain dalam pelaksanannya, baik itu 

dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan keamanan Pangan maupun pengeluaran 

SPPIRT. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dari data Dinas Kesehatan Kota 

Payakumbuh jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sudah memiliki 

nomor izin edar yaitu sebanyak 84 IRTP dari 392 Industri Rumah Tangga yang 

terdata di kota Payakumbuh. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan menelaah lebih dalam lagi untuk mengetahui Mengapa IRTP di kota 

Payakumbuh masih banyak yang belum mempunya izin edar dan Sertifikat 

Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan, sedangkan Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh No.1 tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas bahan Berbahaya, 

sudah sangat jelas mengatakan Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan 

bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan 

gizi pangan. Dan Wali kota melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat 

serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan.  
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Serta mengkaji apa yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 

terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan 

sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan, terhadap 315 industri rumah tangga 

belum memiliki izin dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan. Dengan judul 

penelitian : “PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA 

PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN  

BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 

TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA”  

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar sehingga sesuai 

dengan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi 

permasalahan terkait dengan, masalah industri rumah tangga pangan yang tidak 

memiliki izin edar di kota payakumbuh. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian adalah :  

1. Mengapa Industri rumah tangga pangan di kota Payakumbuh masih banyak yang 

belum mempunyai izin edar dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan?  

2. Apa upaya yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku 

usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat 

keamanan, mutu dan gizi pangan? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang 

akan dicapai dalam penelitian tersebut. Adapun yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Mengapa IRTP di kota Payakumbuh masih banyak yang belum 

mempunya izin edar dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan. 

2. Untuk mengetahui Apa yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 

terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan 

sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan? 

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :  

1. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang Ilmu Hukum 

terkhusus mengenai Keilmuan Hukum Tata Negara dalam pelaksanaan suatu 

peraturan per Undang-undangan. 

2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 

(S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Kerangka Teori 

1. Perizinan  

a. Pengertian Perizinan 

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, 

sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melekukan suatu usaha yang biasanya 

harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum 

yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 

Perizinan juga merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga 

dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. 

Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi 

kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin 

adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik 

tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung 

selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan 
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pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara 

keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. 

b. Tujuan dan Fungsi Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian 

dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi 

pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh 

pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, 

yang pertama dari sisi pemerintah daerah yaitu, untuk melaksanakan peraturan 

daerah apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai 

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur 

ketertiban. Dan kedua sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya 

permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan 

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 

retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan 

akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Sedangkan dari sisi masyarakat, 

untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak dan untuk 

mendapatkan fasilitas setelah mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system 

perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.  

2. Industri Rumah Tangga  

Secara umum industri dikenal sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang 
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yang bermutu tinggi untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya rancang bangun 

dan rekayasa industri. Industri adalah bagian dari proses produksi.  

Menurut Lie Liana dijelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan atau 

usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan 

ekonomi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan 

atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai 

produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab 

atas usaha tersebut.6 

Pengertian industri dibagi ke dalam lingkup makro dan mikro. Secara 

mikro, pengertian industri sebagai kumpulan dari sejumlah perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat 

saling mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni cenderung 

bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. 

Jadi batasan industri yaitu secara mikro sebagai kumpulan perusahaan yang 

menghasilkan barang sedangkan secara makro dapat membentuk pendapatan. 

Menurut kartasapoetra pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.7 

                                                             
6
 Lie Liana. 2008. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana 

Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional. Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 15 

No.2. Fakultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang. Hal 100  
7
 Kartasapoetra. 2000. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Jakarta. Penerbit Rineka 

Cipta. Hal. 23   
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Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama 

di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan 

bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.8 Sebuah tempat tinggal 

dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan 

atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model 

sosial, mikro ekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu 

ekonomi.9 dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa 

berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. 

Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan 

dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai 

berkeluarga. 

Industri rumah tangga adalah sistem produksi yang menghasilkan nilai 

tambah yang dilakukan di lokasi rumah perorangan, dan bukan di suatu pabrik. 

Dari skala usaha, industri rumahan termasuk usaha mikro. Umumnya industri 

rumahan tergolong sektor informal yang berproduksi secara unik, terkait dengan 

kearifan lokal, sumber daya setempat dan mengedepankan buatan tangan. Home 

industri bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, 

modal yang kecil.10 

                                                             
8
 Haviland, W.A. (2003). Anthropology. Wadsworth: Belmont, CA.   

9
 Sullivan, arthur (2003). Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New 

Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hal. 29  
10

 Riski Ananda. 2016. Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

(Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang). Riau. Jurnal JPM FISIP. Vol 3. 

No.2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Hal 10.   
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Industri rumah tangga atau biasa disebut industri rumahan adalah jenis 

kegiatan usaha berskala kecil yang pada umumnya sering ditemukan pada daerah 

perkampungan dan sekitar rumah di dalam wilayah kota maupun pedesaan. 

Industri ini skalanya kecil karena memiliki tenaga kerja 1-4 orang saja. Meskipun 

kecil, industri rumah tangga adalah penggerak utama dalam pembangunan 

ekonomi dengan nilai pendapatan bersih mencapai Rp200 juta - Rp1 miliar per 

tahun. Tidak berlebihan jika industri rumahan memiliki peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara. Selain itu, kehadiran 

industri rumah tangga dapat memberikan corak dan warna terhadap sektor-sektor 

industri lainnya, seperti pertanian dan pariwisata. Industri rumah tangga juga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Biasanya, kegiatan 

penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga adalah 

dengan cara menitipkan produk dagangannya pada warung dan minimarket 

terdekat di sekitar tempat usaha.
11

 

Badan pemerintah serta berbagai macam instansi menggunakan definisi 

industri kecil atau industri rumah tangga yang berbeda-beda. Berbagai macam 

definisi industri kecil tersebut ialah : 

- Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016. Industri 

kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai 

                                                             
11

 Majoo.id “Industry rumah tangga adalah solusi ekonomi rakyat.” 

https://majoo.id/solusi/detail/industri-rumah-tangga-adalah Diakses tanggal 24 Maret 

2023 

 

https://majoo.id/solusi/detail/industri-rumah-tangga-adalah
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investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

- Menurut Badan Pusat Statistik, mendefinisikan Industri Rumah Tangga 

adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 

orang.  Dan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan 

mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang 

setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling 

sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. 

- Berdasarkan bank dunia, yang dimaksud dengan usaha kecil atau industri 

rumah tangga adalah usaha yang melibatkan tenaga kerja < 20 orang. Departemen 

keuangan menggunakan batasan aset dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-, di 

luar tanah dan bangunan keputusan mentri keuangan nomor 316/kmk.016/1994 27 

juni 1994 usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang 

telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun 

setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 

600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang 

usaha (fa, cv, pt, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah 

tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang 

dan jasa).
12

 

                                                             
12

 Singgih. 2001. SPSS versi 10 : mengolah data statistic secara professional. Jakarta. 

Penertbit PT. Elex Media Komputindo. Hal 78. 
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- Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian RI nomor 

41/mind/per/6/2008. Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 industri adalah kegiatan 

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi 

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20  Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).  

Sedangkan pengertian Perindustrian menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No.3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. Perindustrian adalah, tatanan 

dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industry. Sedangkan  Industri 

adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau 

memenfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry. Dilihat 

dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, maka yang dimaksud dengan Industri 

Rumah Tangga adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 oarang 

Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 

empat orang. Industri ini memimiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja 

berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala 
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rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri anyamanan, 

industri kerajinan, industri tempe, tahu dan industri makanan ringan.
13

 

3. Industri Rumah Tangga Pangan  

a. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan  

Industri ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan 

menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Sedangkan rumah tangga terdiri 

dari satu atau lebih orang yang tinggal bersamasama di sebuah tempat tinggal dan 

juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga 

atau sekelompok orang. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya 

disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat 

tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.  

Maka industri rumah tangga termasuk dalam klasifikasi industri 

berdasarkan tenaga kerja, karena didalam industri ini menggunakan tenaga kerja 

kurang dari empat orang. Bisa dilihat dari ciri industri ini memiliki modal yang 

sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau 

pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya. Misalnya: industri kerajinan, industri anyaman, industri makanan 

ringan, dan industri tempe/ tahu.14 

                                                             
13

 https://www.scribd.com/document/343788171/Pengertian-Industri-Dan-

KlasifikasiIndustri, daud sajo, hal 2, klasifikasi industri    
14

 Hendra Muttaqin. 2016.Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk 

Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang. Semarang. Skripsi. FH 

UNNES. Hal, 28. 
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Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa: industri rumah tangga 

pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat 

tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga. Pangan olahan adalah makanan atau minuman 

hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) 

yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 

2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 1 angka 16 dijelaskan 

mengenai industri rumah tangga dijelaskan : “industri rumah tangga pangan 

adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan 

peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 

b. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 

tentang Perdagangan pada Pasal 1 angka (14) pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 
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hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang perdagangan.  

Sedangkan Pelaku industri rumah tangga pangan adalah keluarga itu 

sendiri dengan mengajak orang di sekitarnya sebagai karyawan. Meskipun dalam 

skala mikro, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka 

lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangganya. Dengan begitu, 

usaha mikro ini membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, 

otomatis jumlah penduduk miskinpun akan berangsur menurun. Bertambahnya 

jumlah keluarga akan menambah jumlah kebutuhan dalam anggota keluarga itu. 

Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan terpenuhi jika ada usaha yang 

mendatangkan income atau penghasilan keluarga untuk menutupi kebutuhan 

tersebut. Industri rumah tangga pangan yang pada umumnya berawal dari usaha 

keluarga yang turun menurundan pada akhirnya meluas ini dapat bermanfaat 

menjadi mata pencaharian penduduk kampung. 

c. Jenis-Jenis Usaha Industri Rumah Tangga Pangan  

Jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan adalah macam-macam 

industri rumahan yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman atau 

biasa disebut sebagai produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi 

oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha 

di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi 

otomatis, dan dipasarkan secara lokal nasional. Rumah tangga dimaksud adalah 

bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki ruangan produksi yang terpisah 
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dari ruangan–ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut.
15

 dalam bidang 

makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping dan dalam bidang 

minuman, contoh : soda, jus buah. 

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT dapat dilihat 

pada lampiran ii peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 

22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga. Dalam lampiran ini tertera jenis pangan apa saja yang 

diperbolehkan untuk mendapatkan SPP-IRT. Maka itulah jenis-jenis usaha dari 

industri rumah tangga pangan. Jenisjenis pangan produksi industri rumah tangga 

pangan yang di izinkan untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri 

rumah tangga dapat di kelompokan sebagai berikut : 

Tabel 2.1: Jenis Pangan Yang Di Izinkan mendapatkan SPP-IRT  

No. Jenis Pangan Yang Di Izinkan mendapatkan SPP-IRT 

1. Hasil Olahan Daging 

Kering. 

9. Gula, Kembang Gula Dan Madu. 

2. Hasil Olahan Ikan Kering. 10. Kopi Dan Teh Kering. 

3. Hasil Olahan Unggas 

Kering. 

11 Bumbu. 

4. Hasil Olahan Sayur. 12. Rempah-Rempah. 

5. Hasil Olahan Kelapa. 13. Minuman Serbuk. 

                                                             
15

 Hendry Kurniawan Kasim, 2014, Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) 

Sektor Tahu Dan Tempe “Izin Beres Bisnis Sukses”, Ed. Deden Mulyadi, M. Ridha, (Scope 

Indonesia), hal. 5.   
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6. Tepung Dan Hasil 

Olahannya. 

14. Hasil Olahan Buah. 

7. Minyak Dan Lemak. 15. Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang 

Dan Umbi. 

8. Selai, Jeli Dan Sejenisnya. 

 Sumber: lampiran ii peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga 

 

4. Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan 

Berdasarkan Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang No. 36 tahun 2009 

Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.  

Ada banyak Dasar hukum untuk perizinan industri rumah tangga pangan 

ini di antaranya adalah, 

 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen;  

2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan  
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3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang 

label dan iklan pangan;  

4) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan 

5)  Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 

Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga 

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a, pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi 

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berkaitan dengan permasalahan keamanan pangan di 

indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur di 

dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, tetapi hal tersebut 

tidak lantas membuat para pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan 

terhadap produk pangan yang mereka produksi dan diperdagangkan kepada 

konsumen, sehingga masih maraknya kasuskasus produk makanan yang tidak 

aman jika dikonsumsi.
16

 

5. Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan 

Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan 

pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu 

                                                             
16

 Dewi, E. W. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 89.  
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Pangan scbagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan 

Pangan olahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 

tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi 

dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan 

Mutu Pangan. Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor 

untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan 

Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha. 

Berdasarkan Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni 

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.22 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 

angka 13, mengamanatkan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah 

tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-

IRT) yang diterbitkan oleh bupati/walikota. 

 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (bpom) menetapkan 

pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-

IRT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3), dengan menerbitkan 

Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian 
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Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tata cara 

pengurusan SPP-IRT meliputi17: 

1) Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh 

Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi 

kelengkapannya secara administrative. 

2)  Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait 

dengan Keamanan Pangan 

3) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 

4) Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

5) Pemberian Nomor P-IRT 

6) Penyerahan SPP-IRT 

Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian 

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan, pengawasan dan registrasi 

makanan minuman produksi industri rumah tangga pangan merupakan urusan 

pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/daerah yaitu dinas 

kesehatan. Sesuai juga dengan Perda Kota payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 

Pasal 4 ayat (1-2)  Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, 

Mengatakan Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan 

berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan;  Walikota 

                                                             
17

 Huruf D, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 22Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga. 
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melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat serta tata cara pemberian 

sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan.  

Untuk dapat memperoleh SPP-IRT pelaku usaha harus terlebih dahulu 

melakukan permohonan ke unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di 

kota/kabupaten tempat usaha dilakukan. Permohonan dilakukan dengan cara 

mengisi formulir serta melampirkan dokumen lain, seperti surat keterangan atau 

izin usaha dari camat/lurah/kepala desa, rancangan label pangan, sertifikat 

penyuluhan keamanan pangan, denah serta foto lokasi produksi. PTSP kemudian 

akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan dokumen pemohon. 

Setelah formulir dan dokumen telah lolos dalam pemeriksaan administrasi, 

tenaga pengawas pangan kabupaten/kota akan melakukan pemeriksaan sarana 

produksi pangan IRT milik pemohon. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi 

menunjukkan bahwa IRTP masuk level I – II maka dinas kesehatan akan 

memberikan rekomendasi SPP-IRT. Bupati/walikota melalui PTSP kemudian akan 

menyerahkan SPP-IRT kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan. 

Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin dinas kesehatan 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan, 

meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.18 

bahwa setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-

undangan di bidang pangan. Upaya untuk mengsosialisasikan kebersihan dan 

                                                             
18

 Komang Rina A. L & I Gede P. A. 2016. Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Dalam 

Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan. Bali. 

Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan. Vol. 04. 03:2. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.  
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peraturan perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui 

jalur pendidikan formal maupun informal. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan 

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di 

samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian 

serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini penulis 

mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang 

hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah 

terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. 
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Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu 

No. Nama  Judul  Persamaan  Perbedaan  

 
1. 

 

Risya 

Nabila 

(2017) 

 

Keamanan 

Produk Industri 

Rumah Tangga 

Di Sentra 

Keripik Tempe 

Sanan Tinjauan 

Hukum Islam 

dan UU No.8 

Tahun 2012 

 

1. Jenis penelitian 

yang di gunakan 

sama-sama 

penelitian hukum 

empiris. 

2. Metode 

pengumpulan data 

yang di gunakan 

sama-sama 

mengunakan 

wawancara 

langsung.  

 

 

1. Objek penelitian 

terdahulu adalah 

Hukum Islam dan 

UU No.18 tahun 

2012, sedangkan 

dalam penelitian ini 

objeknya Peraturan 

Daerah Kota 

Payakumbuh Nomor 

1 tahun 2014 Tentang 

Pangan Sehat Dan 

Bebas Bahan 

Berbahaya. 

2. Subjek penelitian 

terdahulu adalah 

Produk Industri 

Rumah Tangga Di 

Sentra Keripik 

Tempe Sanan, 

sedangkan di 

penelitian ini subjek 

penelitiannya 

sebgaian populasi 

pelaku usaha  

Industri Rumah 

Tangga Pangan yang 

berada di Kota 

Payakumbuh.  

3. LokasiPenelitian 

terdahulu berada di 

sentra keripik tempe 

sanan kota Malang 

dan dinas Kesehatan 

kota Malang, 

sedangkan lokasi 

penelitian ini beraeda 

di Kota Payakumbuh 

dan dinas Kesehatan 

Kota Payakumbuh. 

 

 

2. 

 

Kevin 

Gunawan 

(2015) 

 

Peran Dinas 

Kesehatan 

Terhadap 

Industri Rumah 

Tangga Pangan, 

Dalam Upaya 

Memberikan 

Perlindungan 

 

1. Sifat penelitian 

yang di gunakan 

sama-sama 

mengunakan 

deskriptif analis. 

2. Dalam peelitian ini 

sama-sama 

membahas tentang 

 

1. Objek penelitian 

terdahulu adalah  PP 

Nomor 38 Tahun 

2007, sedangkan 

objek penelitian ini 

adalah Peraturan 

Daerah Kota 

Paykumbuh Nomor 1 



30 
  

 
 

Terhadap 

Konsumen 

(Studi Kasus 

Produk Mie 

Basah Industri 

Rumah Tangga 

Di Kota 

Semarang) 

pemberian SPP-IRT 

oleh dinas 

Kesehatan  

3. Dalam penelitian 

ini analisis data 

yang di gunakan 

sama-sama bersifat 

kualitatif, kaerena  

menghasilkan data 

deskriptif berupa 

kata-kata, tulisan 

atau lisan. 

 

tahun 2014 tentang 

pangan sehat dan 

bebas bahan 

berbahaya. 

2. Subjek peneitian 

terdahulu adalah 

Produk Mie Basah 

Industri Rumah 

Tangga Di Kota 

Semarang, sedangkan 

subjek penelitian ini 

adalah sebgaian 

populasi pelaku 

Usaha Industri 

Rumah Tangga 

Pangan yang berada 

di Kota Payakumbuh. 

3. Lokasi penelitian 

terdahulu berada di 

Produk Mie Basah 

Industri Rumah 

Tangga Di Kota 

Semarang dan Dinas 

Kesehatan Kota 

Semarang, sedangkan 

lokasi penelitian ini 

beraeda di Kota 

Payakumbuh dan 

dinas Kesehatan Kota 

Payakumbuh. 

 

 

3. 

 

Hendra 

Muttaqin 

(2016) 

 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Terhadap 

Produk Pangan 

Industri Rumah 

Tangga Yang 

Tidak Berlabel 

Di Kota 

Semarang” 

 

1. Data  yang 

digunakan sama-

sama mengunakan 

data premier dan 

data sekunder  

2. Teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan 

sama-sama 

mengunakan 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

 

 

1. Tujuan penelitian 

terdahulu adalah 

untuk mengetahui 

implementasi 

Undang-Undang 

Perlindungan 

Konsumen terhadap 

label pada produk P-

IRT di Kota 

Semarang dan bentuk 

pelaksanaan 

pengawasan terhadap 

produk P-IRT di Kota 

Semarang, sedangkan 

penelitian ini 

bertujuan untuk 

Untuk mengetahui 

Mengapa IRTP di 

kota Payakumbuh 

masih banyak yang 

belum mempunya 

izin edar dan 
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Sertifikat Keaman 

Mutu Dan Gizi 

Pangan dan untuk 

mengetahui faktor-

faktor yang 

menghambat dalam 

pelaksanaan  

mengeluarkan izin 

usaha Industri 

Rumah Tangga 

Pangan (IRTP) dan 

Sertifikat Keamanan 

Mutu Dan Gizi 

Pangan berdasarkan 

Peraturan Kota 

Payakumbuh Nomor 

1 tahun 2014 Tentang 

Pangan Sehat Dan 

Bebas Bahan 

Berbahaya. 

2. Penelitian terdahulu 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, 

dengan pendekatan 

yuridis-sosiologis, 

sedangkan penelitian 

ini mengunakan 

penelitian hukum 

empiris. 

3. Lokasi penelitian 

terdahulu dilakukan 

di BBPOM 

Semarang dan Dinas 

Kesehatan Kota 

Semarang, sedangkan 

penelitian ini di 

lakukan di Kota 

Payakumbuh dan 

Dinas Kesehatan kota 

payakumbuh.  

 

     Sumber: Penelitian terdahulu   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.19 Metode merupakan cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Berdasarkan jenisnya, penelitian hukum dibedakan menjadi dua 

yaitu normatif dan empiris. Penelitian Hukum normatif yaitu penelitian hukum 

perpustakaan di mana dalam penelitian tersebut bahan perpustakaan menjadi dasar 

yang digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan merujuk kepada 

norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundangan. Lain hal dengan 

penelitian hukum empiriss ialah menggunakan data langsung dari penegak hukum 

untuk meninjau penerapannya di tengah masyarakat.20  

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. 

Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang 

sedang dan akan terjadi.21 

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di 

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai 

penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang 

                                                             
      

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.2   

20
 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2018), Cet. Pertama, 

hal.86 
21

 https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/ (diakses pada 28 Maret 2023, 

Pukul 15.37)  

https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/
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diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau 

badan pemerintah. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 

empiris atau sosiologis, yakni, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi 

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya 

hukum di lingkungan masyarakat.   

dan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data 

primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui 

wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan 

penelitian ini. 

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, 

mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam 

masyarakat.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian. 

Tempat dalam melakukan penelitian disebut sebagai lokasi penelitian, 

maka lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan penulis untuk memperoleh 

data yang di inginkan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pemerintah kota 

Payakumbuh dan penelitian ini lebih khusus dilakukan di Dinas Kesehatan Kota 

Payakumbuh. 
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Alasan penulis mengambil lokasi penelitian disini ialah dikarenakan 

domisili penulis bertepatan juga di Kota Payakumbuh, selain itu penulis meliat 

banyak industri rumah tangga pangan di Kota Payakumbuh dan indutri rumah 

tangga pangan tersebut banyak yang belum memiliki izin edar dan Sertifikat 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, yakni November 2023 

sampai Januari 2024.  

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto “populasi adalah keseluruhan objek penelitian”. 

Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak 

terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Industri Rumah 

Tangga Pangan di Kota Payakumbuh  yang tidak memiliki izin edar dan sertifikat 

keamana mutu dan gizi pangan yang berjumblah 315 IRTP  

2. Sampel  

Menurut Sugiyono “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Jadi dalam penelitian ini, penulis tidak mungkiin 

mengabil seluruh sampel dari semua pelaku usaha yang berjumlah 392 IRTP. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, Purposive 

sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana penulis 
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menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 

Kemudian Penulis juga menggunakan teknik Rondom Sampling, Menurut 

Zuriah, Random sampling adalah pengambilan sampling secara random atau tanpa 

pandang bulu. Teknik ini kemungkinan tertinggi dalam menetapkan sampel, 

dalam teknik ini semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampe.  

Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang 

pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar populasinya 

maka sebaliknya sampel juga semakin besar.
22

 Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan sampel penelitian adalah  

Populasi dan Sampel 

Tabel 3.1 : Populasi dan sampel 

No Responden  Populasi  Sampel  Ket  

1. IRTP yang tidak memiliki 

izin dan sertifikat keamanan 

mutu dan gizi pangan 

315 8 3% 

2. Bidang P2SDK Dinas 

Kesehatan Kota 

Payakumbuh 

4 1 25% 

 

 

                                                             
22 Burhan Ashofa, Metode penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta. 2007). hal.181 

Jumlah  319 9 _ 
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D. Sumber Data  

Sumber data yang disajikan dan diperoleh dari sumber-sumber data yang 

terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tampa ada 

perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang 

melakukan penelitian.23 Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh oleh 

penulis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai 

sumber data primernya sebagai berikut : 

a) Pelaku Usaha Indutri Rumah Tangga Pangan yang belum memiliki 

izin dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan di kota Payakumbuh. 

b) Bidang Pelayanan, Promosi, & Sumber Daya Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Payakumbuh.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lagsung atau 

melalui perantara.24 Sumber data sekunder juga diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, 

makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan 

hukum tertulis lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan pada pada 

penelitian ini ialah: 

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

                                                             
23 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi;Syariah Press,2011), 

hal.178   
24

 Ibid.hal. 34 
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b) Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

c) Peraturan Presiden No.28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional 

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha 

Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan   

g) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat 

dan Bebas Bahan Berbahaya 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia dan 

surat kabar elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penulis dalam mendapatkan data.25 

Penelitian ini menggunakan Teknik-teknik sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi, merupakan mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala 

empiric di lapangan. Yaitu melakukan pengumpulan data dengan mencatat hasil 
                                                             

25
 Sugiyono. Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta.2009) hal. 224 
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pengamatan secara sitematis terhadap fenomena masalah yang ada. Observasi 

merupakan studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan 

gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan. 

2. Wawancara  

Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab langsun dengan pihak-pihak 

yang di perkirakan bisa memberikan masukan atau informasi yang di perlukan, 

guna untuk mendapatkan data yang di inginkan. 

Untuk wawancara, penulis akan menemui informan yaitu, Pelaku Usaha 

Industri Rumah Tangga Pangan di kota Payakumbuh. 

PLT. Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan, yang 

merupakan bidang yang mendata Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota 

Payakumbuh.   

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melaui dokumentasi ini diperlukan alat instrument yang 

memandu untuk mengambil data-data dokumen. Sebagai cerita dari situasi dan 

kondisi yang sebenarnya dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa melalui 

perubahan. Untuk mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada 

pedoman dokumentasi yang hanya memuat garis besar atau kategori informasi 

yang akan dicari datanya seperti laporan hasil penelitian. 

F. Analisis Data  

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 

analisis data. Pada data ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga 
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diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang 

akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan maka 

analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang 

mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang 

yang berperilaku yang dapat dimengerti.26 Penggunaan analisis kualitatif dalam 

penelitian penelitian ini, karena alasan data yang terkumpul berupa kalimat-

kalimat pernyataan dan data yang terkumpul umumnya berupa informasi. Sifat 

analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas 

subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa 

adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Evaluatif dalam 

analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. 

Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari 

teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Preskriptif sifat analisis ini 

dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah 

dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi 

atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut 

hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 

  

                                                             
26

 Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), hal. 107.  



58 
  

BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa   

1. Industri rumah tangga pangan (IRTP) menunjukkan potensi yang besar dalam 

ekonomi lokal, menyediakan beragam produk di berbagai wilayah, dan 

memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat kecil dan menengah. Namun, 

tantangan utama yang dihadapi adalah masih banyaknya produk pangan tanpa izin 

edar atau sertifikat keamanan mutu dan gizi. Observasi di Kota Payakumbuh 

mengungkapkan bahwa faktor utama meliputi ketidaktahuan dan enggannya 

masyarakat mengurus izin tersebut, yang berdampak pada kualitas dan legalitas 

produk. Diperlukan langkah-langkah edukasi yang lebih intensif dan kesadaran 

yang lebih tinggi dari semua pihak untuk meningkatkan keamanan pangan dan 

kualitas produk di industri rumah tangga. 

2. Meskipun peraturan terkait keamanan pangan, seperti UU Pangan, UU 

Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM sudah ada, dalam kenyataannya 

banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atau sertifikat yang sah. 

Peraturan-peraturan yang ada, termasuk sanksi pidana atau denda yang diatur 

dalam UU Pangan, tidak diterapkan secara efektif oleh Dinas Kesehatan Kota 

Payakumbuh. Masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa memenuhi 

persyaratan perizinan dan sertifikasi yang berlaku. Meskipun telah ada aturan 

tegas mengenai sanksi bagi pelanggaran, Dinas Kesehatan belum secara konsisten 
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memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi, 

sehingga peraturan tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun terdapat ancaman 

sanksi dalam peraturan, seperti hukuman pidana atau denda bagi pelaku usaha 

yang tidak memiliki izin edar, sanksi ini belum diterapkan secara tegas oleh 

pemerintah Kota Paakumbuh atau Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya pelaku usaha di Kota Payakumbuh yang masih belum memiliki izin 

edar atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis berikan saran yaitu: 

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya segera memperjelas aturan dan regulasi untuk 

memperoleh izin edar dan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku usaha 

dan mempermudah alur untuk pembuatan izin edar tersebut serta pemberian 

sanksi tagas kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar. 

2. Kepada Pelaku Usaha, yang belum memiliki izin edar atau sertifikat keamanan 

mutu dan gizi pangan, segara membuat izin tersebut, hal itu dimaksudkan agar 

memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya.  
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